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BUPATI CIANJUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah
Kabupaten Cianjur telah membentuk Kelurahan berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2008 jo. Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

perlu menetapkan Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di
Lingkungan Kelurahan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita
Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor.{ Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1968
Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
285 r );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentadrg Pokok pokok Kepegawalan
sebegaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3 1390);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

b.
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4587);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun. 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk reknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Organisasi dan Tata Kerja Inspeklorat Provinsi dan Kabupaten /Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan
Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan
Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006
Nomor 02 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor l0 Seri D);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
IINIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.

2. Daerah Otonom adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah
tertentu berwenang mengahr dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
nrakarsa sendiri herdasarkqn nsnirasi masvarakat dalern iketqn Neoala Lesafirqn PenrrhliL
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3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.

6. Urusan pemerintahan adalah firngsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan
kewajiban setiap tingkatan dan atau susunar pemerintahan untuk mengatur dan
mengurus fungsi-frrngsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka
melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

7. Bupati adalah Bupati Cianjur.

8. Perangkat Daerah adalah organisasi/Lemb aga pada pemerintah Daerah yang bertanggung
jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

10. Seketaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Cianjur.

1 1. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah;

12. Lurah adalah kepala kelurahan;

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan
fungsi Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(l) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan.

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah yang berada di
bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fung

Pasal 3

(1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan serta melaksanakan urus r pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kelurahan mempunyai
fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. pemberdayaanmasyarakat;
c. pelayanan masyarakat;
d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
f. pembinaanlembagakemasyarakatar.
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BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi kelurahan, terdiri dari :

a. unsur pimpinan adalah lurah;
b. unsur pembantu pimpinan sekretaris;
c. unsur pelaksana adalah seksi dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi kelurahan, terdiri dari :

a. lurah;
b. seketariat;
c. seksi pemerintahan;
d. seksi pemberdayaan masyarakat;
e. seksi ketentraman dan ketertiban umum;
f. seksi kesej ahteraan rakyatl
g. kelompok jabatan fungsional.

BAB IV

TUGAS LURAH

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas
pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum,
kesejahteraan rakyat dan melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV

TUGAS DAN FUNGSI I.INIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Seketariat

Pasal 7

(1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi kelgrahan dalam
melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, hubungan masyarakat,
perencan.un, program dan kegiatan kelurahan sesuai dengan ketentuan dar/atau penturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian dan penyusunan proglam, rencana kegiatan dan anggaran sekretariat;

b. pengkoordinasian dan pen)'usunan rencana strategis, program dan kegiatan dan
anggaran kelurahan;

c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penlusunan kebijakan umum pemerintah
kelularahan di bidang perencanaan pembangunan;
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d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan
keprotokolan;

e. pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;

g. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;

h. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian
peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

i. pengkoordinasian dan penlusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan
kegiatan kelurahan;

j. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program
dan kegiatan kelurahan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kedua

Seksi Pemerintahan

Pasal 8

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kelurahan di
bidang pengkoordinasian pelaksanaan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi pemerintahan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi
pefiierintahan;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kelurahan di
bidang pemerintahan;

d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
umum pemerintah kelurahan di bidang pemerintahan;

e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan reperensi, ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi pemerintahan;

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan danlatau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal I 1

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :

a. melakukan pen)'usunan rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi
pemberdayaan masyarakat;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kelurahan di
bidang pemberdayaan masyarakat;

d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
umum pemerintah kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;

e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan reperensi, ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi pemberdayaan masyarakat;

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Seksi Ketenhaman dan Ketertiban Umum

Pasal 12

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi kelurahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Seksi Ketenhaman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan tencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana progmm dan kegiatan seksi
ketentraman dan ketediban umum;

c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kelurahan di
bidang ketentraman dan ketertiban umum;

d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
umum pemerintah kelurahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;

e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan reperensi, ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi ketentraman dan ketertiban
umum;

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban
umum sesr*d dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Seksi Kesej ahteraan Rakyat

Pasal 14

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kelurahan
di bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan dan/atau peratunn perundang-undangan
yang berlaku.
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Pasal 15

Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

a. melakukan penyusunan rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana program dan kegiatan seksi
kesej ahteraan rakyat;

c' melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kelurahan di
bidang kesej ahteraan rakyat;

d. melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
umum pemerintah kelurahan di bidang kesejahteraan rakyat;

e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan reperensi, ketenfuan dan/atau peratuan
perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas seksi kesejahteraan rakyat;

f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan ketentuan dan/atau perafuran
perundang-undangan yang berlaku;

g. melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan rakyat sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal l6
Pada kelurahan dapat dibentuk jabatan fi.rngsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan
fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturm perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(l) Kelompok j abatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Lurah.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. '..

BAB VI

TATAKEzuA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah waj ib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkup kelurahan maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya
serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah.



Pembiayaan Kelurahan berasal dari
pembiayaan lainnYa sesuai dengan

berlaku.

BABVII

PEMBIAYAAN

Pasal 21 ...

anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang

7
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(2)Setiappimpinanunitorganisasidilingkungankelurahanwajibmengawasipelaksanaan
tugas bawahannyu rnuri-ng-.u.ing dan upibilu 

- 
tt4udi penyimpangan agar mengambil

iuigt*r-f''g1.uft'yang dipirlukan iesuai clengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan kelurahan bertanggungjawab memimpin dan

."ffiotdin*lkan baJahannya maring-.usittg serta memberikan bimbingan dan petunjuk

bagi pelaksanaan tugas.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi

p"t*ij"k ,.r*i d"ng iiri d* misi kilurahan serta menjabarkannya dalam program dan

i.giui* opersional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggrurg jawab kepada- atasannya

ma"sing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun

sewaklu-waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan masing-masing

*ailu aiorarr dun 
-diperg,rnakan 

sebagai bahan p€nlusunan laporan lebih lanjut serta

mernberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan'

(6) Lurah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'

(7)Dalammenyampaikanlaporansebagaimaladimaksudpadaayat(6),tembusanlaporannya
dapat disampaikan kepadi satuan organisasi yang secara fungsional memp'nyai hubungan

kerj a.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 20

(l) Sekretaris mewakili Lurah dalam batas-batas kewenangan yang di limpahkan apabila Lurah

berhalangan melaksanakan tugasnya.

Q) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan.tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Lurah dapat menunjuk salih satu kepala seksi untuk melaksanakan tugas Lurah sesuai

dengan kewenangan yang di limpatrkan'

(3) Apabila seorang pimpinan unit organisasi di lingkungan kelurahan berhalangan

melaksanakan tugu., *uku yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat

lebih rendah di bawahnYa.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal22

(l) Pengangkatan dan pemberhentian Lurah serta para pemangku jabatan lainnya dalam

if"gi*i* kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan dar/atau peraturan perundang-

undangan Yang berlaku.

(2\ Lurah bertanggung jawab

kenesawaian.

dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan



(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang
bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan
kemudian oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
padatanggal 25 Mei 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJURTAHUN 2OlONOMOR 29.

Diundangkan di Cianjur

198503 1004


